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l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsurncn [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nornor 109, Tarnbahan Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

a. bahwa untuk mcningkatkan keseharan masyarakat 
Kabupatcn Konawe Sclatan, diperlukan pcngetahuan, 
pernahaman, kesadaran, kernauan, dan kernampuan 
masyarakat untuk senantiasa mernbiasakan hidup sehat; 

b. bahwa asap rokok dapat membahayakan keschatan 
individu, rnasyarakat, dan lingkungan sehingga perlu 
dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap 
rokok; 

c. bahwa dalarn rangka melindungi individu, rnasyarakat. 
dan lingkungan terbadap pa.paran asap rokok perlu diarur 
Kawasan Tanpa Rokok; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kawasan Tanpa 
Rokok. 

BUPATI KONAWE SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURA.N BUPATI KONAWE SELATAN 
NOMOR :{OfTAHU!J 2016 

TENT ANG 
KAWASAN TANPA ROKOK 

BUPATI KOHAWE SELATAN 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang perubahan kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah [Iembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679i; 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2003 tcntang 
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan [Lernbaran Negara 
Tahun 2003 Nornor 36 Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 4276); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pernerintahan Daerah Propinsi, clan Pcmcrint.ahan Daerah 
Kabupaten/ Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pernerintah Nornor 53 Tahun 2010 tenrang 
Dis.iplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

14. Peraturan Bersarna Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 188/MENKES/PB/l/2011, Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pedornan Pelaksanaan Kawasan Tanpa 
Rokok; 

teritang 
Republik 
lembaran 

10. Undarig-Undang Nornor 23 Tahun 2014 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 t.entang 
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara [Lernbar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lernbar Negara 
Republik Indonesia Nomor 4267); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tarnbahan 

-Lernbaran Negara Nomor 5059); 
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntang Kcsehatan 

[Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 



3 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatari. 
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha. baik yang berbadan 

hukum ataupun tidak berbadan hukum. 
S. Rokok adalah hasil olahan ternbakau terbungkus termasuk cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana 
rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan 
tar dengan atau tanpa bahan tarnbahan. 

6. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang 
untuk kegiaian produksi, penjualan, iklnn, promosi, dan/atau perokok. 

7. Pimpinan lembaga darr/ atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah 
orang yang karena jabarannya mernimpin dan/atau bertanggungjawab atas 
kegiatan darr/atau usaha 'di kawasan yang ditetapkan scbagai Kawasan 
Tanpa Rokok. 

8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya 
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan 
ekonomi. 

9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok. 
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap 

rokok dari rokoknya yang scdang dibakar. 
11. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa 

menghisap asap rokok dari asap perokok aktif. 
12. Tempat proses belajar mengajar adalah ternpat yang dirnanfaatkan untuk 

kegiatan belajar dan rnengajar dan/ atau tern pat pengelolaan pendidikan 
dan/atau pelatihan. 

13. Ternpat umum adalah semua tempai tcrtutup yang dapat diakses olch 
masyarakat umum dan/atau tempat yang dirnanfaatkan bersama-sama 
untuk kegiatan rnasyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk 
menggunakan yang dikelola oleh negaru, swasta dan/ atau rnasyarakat. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG KAWASAN 
TANPA ROKOK. 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Norn or 53 Tanun 20 l l 
teniang Pembentukan Prociuk Hukurn Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 
Tahun 2013 tentaug Pcrubahan Kcernpat Aias Pcraruran 
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nornor 13 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupatcn Konawe Selatan (Lernbar Daerah 
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nornor 26); 
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Penetapa.n Kawasan Tanpa Rokok berazaskan : 
(1) Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan 

Kawa.san Tanpa Rokok sernata-mata urituk meningkatkan derajar kualitas 
kesehatan warga rnasyarakat; 

(2) Keseimbangan kesehatan rnanusia dan lingkungan berarti bahwa 
pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berirnbang antara 
kepentingan individu dan kelestarian Iingkungan; 

(3) Kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus mernberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kernanusiaan dan perikehidupa.n yang 
sehat bagi setiap warga negara da.n/ atau masyarakat: 

(4) Keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok 
dilakukan dengan mernadukan berbagai unsur atau mensinergikan bcrbagai 
komponen terkait; 

(5) Keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus mernperhatikan 
berbagai aspek, seperti. kepentingan ekonorni, sosial, budaya, dan kesehatan; 

(6) Kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban 
dan tanggung jawab ierhadap generasi mendatang dan terhadap sesarnanya 
dalam satu generasi dengan melakukan upaya mcmpcrtahankan Kawasan 
Tanpa Rokok da.n pencegahan t.erhadap perokok pemula; 

(7) Parfisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong unruk berperan 
aktif dalam proses pengambilan kcpurusan dan pelaksanaan Kawasan Tunpa 
Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung: 

BAB II 
AZAS DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Azas 

Pasal 2 

14. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang 
bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan 
mendapatkan konpensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang 
dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok. 

15. Ternpat at.au gedung terturup adalah tempat atau ruangan yang dii utup oleh 
atap dan dibatasi olch saru dinding atau lebih, terlepas dari material yang 
digunakan dan struktur permanen atau sernentara. 

16. Tempat berrnain dan/atau bcrkurnpulnya anak-anak adalah tcrnpat 
dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak, 

17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kcgiatan keagamaan. 
18. Tempat pelayanan kesehatan a<lalah ternpat yang dipergunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah 
dan/ a tau masyarakat. 

19. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/ka.ntor yang 
berada di wilayah Pemerintahan Kabupatcn Konawe Selatan. 

20. Iklan rokok adalah kegiatan untuk rnemperkcnalkan, mernasyarakatkan 
dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa irnbalan, dengan tujuan 
mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan. 

21. Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk 
merokok. 
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Bagian Kedua 
Lembaga dan/ a tau Badan 

Pasal 6 
(1) Pimpinan lernbaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah 

ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok 
pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya: 

(2) Pirnpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Ternpat Kerja 
yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa .Rokok dapat menyediakan ternpai 
khusus merokok (smoking area); 

Pasal 5 
Setiap orang wajib tidak rnerokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai 
Kawasan Tanpa Rokok, kecuali diternpat khusus yang disediakan untuk merokok 
(Smoking Area). 

(1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan rnenikrnati udara yang bebas dari 
asap rokok; 

(2) Setiap orang berhok atas inforrnasi dan edukasi yang benar merigenai bahaya 
asap rokok bagi kcsehatan; 

(3) Sctiap orang berhak mendapatkan inforrnasi mengenai Kawasan Tan pa Rokok. 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Perorangan 

Pasal 4 

Penetapan Kawasan Tanpa .Rokok bertujuan untuk : 
(1) Memberik.an perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif 

dan/atau perokok pasif; 
(2) Mernberikan ruang dan liugkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; 
(3) Melindungi kesehatan masyarakat secara urnum dari dampak buruk merokok 

baik langsung rnaupun tidak langsung; 
(4) Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; 
(5) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan 
(6) Untuk mencegah perokok pemula. 

Bagian Kcdua 
Tujuan 
Pasal 3 

(8) Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus 
mencerminkan keadrian secara proporsional bagi setiap warga negara 
dan/atau rnasyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan 

(9) Tranpa.ransi dan akuntabilitas, berart! bahwa setiap warga masyarakat dapat 
dengan mudah un tuk mengakses dan rncndapatkan informasi Kawaaan Tanpa 
Rokok, serta dap~t dipertanggungjawabkan sesuai dengan keteruuan 
peraturan perundang-undangan. 



6 

Pasal 9 
(l) Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan scbagaimana 

dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Gcdung/Kantor di lingkungan 
Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecarnaran , 
Kantor Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kantor Badan Usaha 
Milik Daerah; 

(2) Ternpat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2} 
huruf b meliputi rumah sakit, balai keseharan, puskcsmas, bafoi pengouaran, 
balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan 
penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rurnah 
bersalin, ternpat praktek bidan Zperawat swasta , klinik kcschatan, apotek, 
toko obat, laboratoriurn kesehatan; dan/atau sarana keschatan lainnya; 

(3) Ternpat proses bclajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat [21 
huruf c meliputi : 
a. Tcmpat pendidika.n formal, yaitu: 

L Sekolah Dasar (SD), Madrasah lbtidaiyah (Ml) atau bentuk Jain yang 
sederajat; 

2. Sekolah Mencngah Pertarna, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain 
yang sederajat; 

3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bcntuk lain yang sederajat ; 

4. Akaderni, Politeknik, Sekolah Tinggi, lnstitut atau Universitas, dan 
5. Ternpat pendidikan formal lainnya. 

Pasal 8 
(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, 

huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menycdiak.an tempat khusus rncrokok: 
(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) huruf a, 

huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus merokok: 
(3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) rnerupakan 

fasilitas/tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar bangunan. 

(l) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok; 
(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 

a. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan; 
b. Tempat pelayanan kesehatan; 
c. Tempat proses belajar mengajar; 
d. Tempat anak bermain; 
e. Tempat ibadah.. 
f Ternpat kerja; dan 
g. Tempat urnum .. 

BAB rv 
KAWASAN TANPA ROKOK 

Pasal 7 

(3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib 
memasang tanda-tanda dilarang rnerokok; 

(4) Tata cara dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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(1) Dalam rangka rnewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati rnelakukan 
pernbinaan dan pengawasa.n; 

(2) Pembinaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat bcrupa bimbingan dan 
penyuluhan kepada masyarakat clan pimpinan atau pennnggung jawab 
Kawasan Tanpa Rokok; 

(3) Pengawasan se.bagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan 
atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tan pa Rokok; 

(4) Dala.m rnelakukan pernbinaan dan pengawasan, Bupati rnelaksanakan 
prinsip-prinsip koordina.si dan dapal melimpahkan kewenangan pernbinaan 
dan pcngawasan kepada Pejabat yang ditunjuk. 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASA!i 

Pasal 14 

(l} Masyarakat dapat berperan serta dalam mcwujudkan Kawasan Tanpa Rokok 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2): 

(2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan mclalui: 
a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pcrtirnbangan berkenaan 

dengan pemantauan dan pelaksanaan kcbijakan Kawasan Tanpa Rokok; 
b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi 

tentang Kawasan Tanpa Rokok; 
c. saling mengingatkan atau menet>,ur bagi siapapun yang rnerokok di 

Kawasan Tanpa Rokok; 
d. memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan 

Bupati ini kepada pirnpinan lernbaga dan/ atau badan sebagairnana 
dimaksud dalam pasal 6; 

e. mewujudkan rurnah hunian sebagai lingkungan be bas asap rokok; dan 
L memanfaarkan layanan konseling berhenti mcrokok yang iersedia di 

fasili tas pelayanan kesehatan. 

BAB VI 
PERAN SERT A MASY ARAKAT 

Pasal 13 

Pasal 12 
(1) Tanda/ simbol tempat merokok sebagain.ana dimaksud dalarn Pasal 11 ayat 

(1) huruf i memuat garnbar batang rokok yang dinyalakan di dalam lingkar an 
merah; 

(2) Tanda/simbol sebagaimana dirnaksud ayat (1) dipasang pada ternpat yang 
mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat. 



·q-edng l{:)lO 

U'e)!n){U!!P q jn.mq ( Tl rn,(e -epBd pnS)!BlU.1P BUUUl!U~Tlq;}S !S)jtroS ueµ;}qUI;}d (£) 
'.9 \BSBd uremp pnsxeunp 

'BUew1-ei,13qos rsdurai q-e11\1?.f :aunil:i!u-eu;}d n.ne /trap u-eurC:ut!d 1.p10 u-e)!n,reup 
rsdep u jnrnu ( [) lB,-\'e npud pnsxaunp uu-eurre~uq::>s !S)!U'SS u13µ;}QUI;}d (e;) 

--s11n1.1:;>1 uu.Jni!:)l ·q 
'.treS![ trelna.ll ·-e 

.cdruoq tsxtres UU)!I.l.lq!p 

£ JUSBd W'Bj'ep pnssreunp UU13W!l38Bq;;,s U13ll.lU.ll;})! d-eptll{l?l UB.JB:a:i!UU{;}d ( tl 
Sl fe9'8d 

IS~J.SININCIV IS>INVS 
IIIA HVR 

·um-e1::,s 
;,,"llUO){ ·u,nednq'O)l 4u.1;;i13a 1:nµ:)g w-erap 13Jumnadu1;;iu;;d millu?p ;~ ;1-edng 
u-e.11we.1?d uY-'.aUP.puniltt:)d UIDJ.4l1')Ul..l;}W:)W •-e,Cu1n4in;;i:i!u;}tu iuruo d-ep;;is .1-e:av 

·u-e){l:lu-eptrn!p [UfillLrnl BpBd n)Illp:Jq !U1nw 1u! )lUdna u-e.1n,u.1:;id 
91 Jll9lld 

dfi.I.fiN3.d NVOJ.N:!IJ.ID!: 
XIffVH 

·~ava srav as Jid1 

9100 -s-- hr: J13fil3U-e, iiPBd 
O[OOPUV !P um1:i!u-epun!a 

-···--·-· 53 .•Jt~ ,(I v·.JJ 
\\\ ,-1_'.iiC,l)lf 

---·- 

.. ,· 
' . - - ~ 

umu1as ::>t<muo}! ·q u.1:)u ,up-e~;}.nps 
umxn H u-e11le d;}){ .• ~ 

13All!\S\{ tre:i!uoa !BnS:;>S Ul?UlfBS 

no I £0186'[ £0S06S6I 'dlN 
::>/Al •-epnw 13ure1n uuiq~acl 

HS 'ONl'I'I:!l S.£11..I.VW ·H'::''· . 

6 

., ., . 

··ntcl ,:,-,,;,.v,.,... 
~'i! l~f\i) .... , /I 

&\ (.{0~10N 9IOZ NOHVJ. NVJ.V'13S 3M.VN0}! N3.LVd0.8:V}! H'm3VO VJ,1~38 

rasnrc ·v IWH3VH· IUIS .:fH 
-;;;;;;;:._ -. , "" \ 




